PasaluoF: .::;.‘UnciangUndang [Frasar

11943 berbunyi. “Presiden dengan

caipersetujuan - Dewan o Perwakilan

+::Rakyat . menvatakan  perang,
membuat. perdamaian dan perian-
- jtan-dengan.negara lain.’? Pegal ini

- berlaku - ketika Nugara Republik

- Indonesia . dalam ‘tahun 1945

1949 bverada di bawah-UUD 1945
dan setelah kita kembali kepada
UuD 1945 se._]ak 5 Juh 1959311119-

Cgasekarang.

Sementara itu, antera 1949 dan

54959 kita: pemah  mempunyai

woKonstitusi; Republik Indonesia Se-

wrikat«:dan Undang-Undang Dasar

Bementara. Rl yvang ketentuan-ke-

srtentuannya mengenai hal: tersebut

.xmasmﬂ-masmg mengatur - sebagm

benkut :
~+Konstitusi RIS Pasal 175 : -”(})
- Presiden mengadakan dan mensah-

wkan segata perjanfian (trektat) dan
wrpérsetujuan lain dengan negara-ne-

~-gara: lain. Kecual jika ditentukan

~:lain .dengan undang-undang fede-
.ral, - perjanjian atau persefujuan

¢ laintidak disahkan, melainkan ji-

ka sudah disetujui dengan undang

undang. {2) : Masuk:-.-dalam: dan
memuiuskan -perjanjian . dan per-
sefujuan lain, hanya dilakukan
oleh Presiden dengan kuasz un-

cdang-undang federal o
- UUDS- 1950 Pasal 120 .

!?(1)

) P .NGESAHAN/RAYIFIKASI ?ERJAN.‘HAN INTERNASEONAL
DEATUR“ OLEH KONVE:NSI KETATANEGARAAN

Cowine e Oleh .
A Hamzd 5. Attamimi, SH

negara lain. Kecuali jika ditentu-.
kan lain dengan undang-undang, ...
perjanjian atau perseiujuan lain .
tidak disahkan, melainkan  sesu-
dah disetujui dengan undang-upn-
dang. {2} Masuk dalam ‘dan memu-
“tuskan pezjanjian dan persefujuan -
1ain; dilakukan oleh Presiden’ ha-
nya dengan kuasa undang—un—
“dang.”

Sementara, it pula, di bawah
UUDS 1950 telah ada Rancang
an Undang-Undang fentang Perse-
m;uanmpezsetujuan vang dapat di-
sdbkan dengan tidak peru disetu-
jui. dengan undang-undang, yang
sampai kif{a kembali kepada YUD
1945 belum juga sempat dibahas,
disetujui, dan disahkan memad&
undam‘undang 1)
Kf_zmudmn darl pada itu, pada
tangeal 22 Agustus 1960 telah di-
keluarkan Surat Presiden kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Nomor 2826/HK/60 yang i_sin{?a
sambil menunjuk kepada Pasal 7
Uuyp 1945 menegaskan apa yang
dimaksud dengan  “pesjenjian”
dan apa yang dimgksud dengan
per"etujuem”, Yang pengertian-
nya nampaknya telah diikus
sampai sekarang, '

1}

S&k}etanat DPR- GR, Seperempat Abad
Bewan Perwakilan Rakyat Repub]m
Imirmeqaa, 1970, halaman SS'? ”I)_ai_‘-«
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Hukrm dan Pembavgunns. o

Bagaimanakah kita menafsirkan
ketentuan UUD 1945 Pasal 11 de-
wasa ini, terutama yang menyang-
kut pengertian "membuat perjan-
Han™, ‘jenisjenis “perjanjian de-
ngan negara lain”, dan aps yang
dimaksud dengan dan bagaimana
bentuk “pemetujuan Pewan Per
wakilan Rakyar’?

Sebagaimana diketahui UUD 1945

~disiapkan dalam suasanz Perang

Asia Timur Raya oleh Badan Pe-
nyelidik Usaha Persiapan Kemer
dekaan dan disahkan oleh Panitia

. Pegsiapan Kemerdekaan Indosnesia
~sghari setelah Proklamasi Kemer-

dekaan Indonesia.

YUD 1945 tersebut ketika tang-
gal 18 Agustus 1945 dinamakan
oleh Bung Kamo Ketua Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
sebagal “Undang-Undang Dasar
Kilat™ atau juga sebagal “revo-
lugdegrondwet™,

Maka sudah tenfu kita tidak dapat
mengharapkan dari padanva ru-
musan-Tumusan yang panjang le-
bar maupun mendetail.

Lebih-lebih UUD 1945 sendir

sebagaimana dinvatakan dalam
Penjelasannya memang . . . ha-
nya memuat aturan-aturan pokok,
hanya memuat garis-garis besar .
L " L sedang atuzap-aturan
yang menyelenggarakan aturan
pokok itu diserahkan kepada un-
dangundang ., ., 2)
Dengan demikian maka sebagai-
mana kita saksikan dewasa ini,
rumusan Pagal 11 UUD 19435
memang hanya memuat “garis-ga-
s besar’ saja, vakni bahwa untuk
menyatakan perang dan membuat
perdamaian dengan negara lain,
demikian juga untuk membuat
perjanjian dengan negara lain Pre-
siden hamsg memperoleh persetu-
juan DPR.
Dan dapatlah dimengerti apabila

A bt FIYD S mer TTITTRE 1T YN0y

vang datang kemudian serta lahir
dalam suasanayanglebih “tenang”
vang berlainan sekali dengan sua-
sana yang lebih tenang” yang
berlzinan sekali dengan suasana
lahimmya UUD 1945 telah lebih
memperjelas  masalah  {ersebut
Bahkan sebagaimanaz disebutkan
li atas, di bawah UUDS 1950 te-
ah pula disusun RUU yang akan
mengatur hal tersebut. .
Apabila kita pada 5 Juli 1959
kembali kepada UTID 1945 tidak-
lah berarti bahwa pengalaman dan
kebiasaan ketatanegaraan sebelum
itu menjadi hapus. 7Selama belum
diadakan yeng baru menurut Un-
dang-Undang Dasar”, demikian
Pasal II Aturan Peralihan UUD
1945, maka disamping badan ne-
gara dan peraturan yang ada, ke-
biasaan ketatanegaraan yang su-
dah menjadi konvensi juga mnasih

langsung berlaku.

MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN
NEGARA LAIN

3. Meskipun Negara Republik Indo-

nesia lakir dengan suatu "Undang
Undang Dasar Kilat™, para penyu-
sun UUD 1945 teatunva sudah
memahami bagaimana cara suatu
negara membuat perjanjian  de-
ngan negara lain, Banyak di an-
tara para penyvusun fersebut ada-
lah sarjana dan cendekiawan yang
masa pendidikannya dinikmatinya
terutama di luar negeri serta mem-
peroleh pelajaran dan pengalaman
mengenal hukum internasional,
fermasuk mengenai  tata cara
membuat perjanjian internasional
beserfa tata cara pengesahannya
atau ratifikasinya oleh negara-ne-
gara bersangkutan,

Sebagsimana  diketahui, hukum
internasional modem yang kita
kenal densan taraf perkembang-




o Pepiesahian IR atifiliasi

: clﬁ_a.3) Namun pembuatan pegan-

"“jian -internasional yang mengan-
wdung tiga tahapan yvakai perun-

“dingan (“negotiation”), penanda-
“tanganan (“signature”), dan pe-

“ngesahan (“ratification®), sudah

“lama dikenal orang sebelum lghir-

“aya hukum internasional modemn

“tersebut. Mungkin saja tata cara

perundingan, tahap-tahsp penan-

“datanganan, dan pihak-pihak yang
““berwenang memberikan pengesah-
“an - Hdak seperti dewasz ini %)

Jjanjian

._"’Msmbua’c" imlah mengadakan,
_:_menghasﬂkan menjadikan sesuatu

ateu membilin sesuztu.3) Maka

Pmembuat peraniian” haruslah

bertujuan dihasiikannya perjanjian
vang mengkat pihak-pihak ber
sangkutan dan yang mepimbulkan
hak dan kewajiban bagi peserta-
pesertanva. Apabila pembuatan
perjanjian internasional mengan-
dung tahap-tahap maka yang nia-
ma dari padanya ialah tahap ter
jelmanya dan mengikatnya per
tersebut  dalam - keaya-
taan. Dengan perkataan lain, ba-
gi perjafjian internasional vang
mensya;_-atkan pengesahan/ratifi-

agesahannya/ratifi ikasinya. r
ngesahannya [ ratifikasinya. (Me->-
agesahannya/ratifikasinya. (Me-

mang ada perjanjian internasional
yvang cukup mengiket dengan
penandatanganannya saja tanpa
memerlukan pengesahan/ratifika-
§i, namun vang demikian ini biasa-
nya yaag sederhana sifainya, yang
tidak begitu penting, dan yang
memerinkan penyelesaian cepat.)

. Apabila Pasal 11 UUD 1945 me

nyebut “Presiden dengan persetu-

E)

4)

Mochtar Kusumaatmadja, Penganfar
Hukum Internas:onzﬁ , 1976, hala-
man &,

Lihai beberapa bagian Chapier il dari
Part. IV {mengenat Treaties), Internati
onal Law (A Treanes) oieh Oppen—
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juan Dewan Perwakilan Rakyat s
. membuat . . . perjanjian; clengan
negera lain”, maka hal ity hars-
lah diartikan bahwa terjadinya
perjanjian yang mengikat Negara
RI jalah apabila perjanjian {tu di-
lakokan dengan atan dxsemu per-
sefujuan DPR. Sehingea dengan
demikian persetujuan DPR. terse-
but tidak perlu sudah ada: pada
tahap pemindingan ataupun:pada
tahap penandatanganan 1etap1 cu-
kup pada tahap pengesahan/ratifi-
kasi. (Xi#a mengetahui . bahwa
tidak ada gunanya tahap-tahap
perundingan dan penandatangan-
an bagi suatu perjanjian-yang
mensyaraikan  pengesahan/rafifi-
kasi gpabila pengesahan/ratifikasi
itu ternyata tidak dapat dllaku—
kan.) {piein

Pengesahan/ratifikasi sebuah per-
janjlan infernasional “lebih-. ba-
nyak merupskan persoalan. hu-
kum tata negara ... Adapun cara
rafifikasi itu dilakukan semata-
mata merupakan persoalan intern
menurut ketentuan-ketentuan -hu-
kum tata negara masing-masing
negara.”8) Oleh karsna itu masa-
lah pengesahan/ratifikasi perjanji-
an internasional bagi Negara RI
adalah persoalan intern Negara.R1
sendir yang tidak perlu sama bah-
kan tidak perlu menira negara lain.
Ada tiga sistem pengesahan/ratifi-
kasi perjanjian internasional yakni
dilakutkan semata-mata oleh badan
eksekutif, dilakukan semata—mafa
oleh badan legislatif, dan . dilaku-
kan oleh badan eksekufif beserta
badan legiglatif vang masing-ma-
sing melakukan peranannya.”)
dari ketiga sisiem pengesahan/ra-
tifikasi perjanjian internasional
tersebu{ akan kita Hhat nanti Ne-
gara RI menganut vang terakhis,




Hudum,. dan e bangunan.,

FEMISJENIS PERNAJIAMN DENGAN
MEGARA LAIM

61' Mochtar Kusumaazmaéja mende-
ﬁms;kan perjanilan internasional
“Tgebagat berkut : "Perjanjian inter-
nasional ‘adalah perjanjian yang di-
".“adakan’ antara’ anggota masyara-
“.kat bapgsa-bangsa dan bertujuan
+pniuk’ mengakibatkan akibatalki-
“ibat hukum fertentn ’8)
< Oppénheim - mendefinisikannya
- Yintemnational treaties are agre-
ents, of-ra*i:ontra'cm_al ché{raéter,
uibetweent Stafes, or organisations
;o:of States, creating legal rights and
woobligations between the Par
‘ties™ %)+ Dan Schwarzenberger
“mendefinisikannya : P Treitics are
agreements “between subjects of
iniemnational law creating binding
oblizations in infernatonal law’.
10} Sedangkan Jessup, meski ti-
-dakdalam bentuk definisi ia me-
- nguraikan, "bahwa "Nt is of no
legal “consequence; ‘for example,
swhether’ an agreement between
“‘or:among states is called a treaty,
3 ‘convention, a siatue, an agree-
cument, a pmiocal, O a covénani or
“ charter”. 11)
"Apabiia Oppenheim, Schwarzen-
- bergér, “dan Fessup berpendapat
“bahwa “treaties” adalah “agree-
‘menfs” maka  Mochtar menye-
butkan bahwa ”perjanjlan mter—
“national”  adalah  perjaajian”
L. dst, Apa sebab fidak dikata-
kannya “perianjian internasional”
" adalah “pemsefujuan™ . . . dst. ?
Mochtar nampaknya {idak mem-
buat definisi tentang “perjanjian”
{intemasional) melainkan apa
yang dimaksud dengan (pesanji-

&) - Ibid, halaman 109,

9y Oppenheim/Lavterpacht, op. cit.. ha-
laman 877.

18} Georg Schwarzenberger, A Manual of
International Law, Edist kelimas 1967,
[ . T Y

an) Tinternasional”. Ia juga nam-
paknya menghadapi “kesulitan™
apabila menyebutkan “Perjanfan
internasional adalah pemseiujuan
vang . . . . dst.” karena kaiz
“persetujuan’ sudah mempunyai
konotasi  tersendiri sehubungan
dengan  Surat Presiden Nomor
2826/HK/60 tersebut di aias dan
kenyataan dalam prakiek di Nega-
ra kita selama ini. la mengakui
adanya dua golongan perjanjian
mtmm.«mona} :a) vang dianggap
peniing; dan b) yang tidak begitu
penting, vang lebih sederhana,
vang memerlukan penyelesaian
ceépat. Pembagian menjadi dua ini
kemudian melahirkan istilzh seha-
ri-hari uniuk vang periama digu-
nakan perjanjian’’ (Ctreaty’’}) dan
vang kedua Tpersetujuan’ (agre-
ement’’).

Apabila kita meliliat sejarahnyva
maka benarlah mula-mula orang
fidak mengadakan pembedaan an-
tara vang satu dengan vang lain.
{Bukankah Oppenheim menyebut-
kan, Infernational treaties are
agreenents, .. . " vang apabila di-
teriemalikan akan berbunyi : Per-
janjian internasional (ireaty) ada-
lah persetujuan (agreement) . . 7}

Apabila UUD 1545 dalam Pasal
11 "hanya menyebuikan "perjan-
jlan” maka kata-kata ini haruslah
diartikan dalam arti vang asli-
nya, vakni yvang huasnya melipuii
“perjanjian vang dianggap pen-
ting” dan perjanjian yang diang-
gap tidak begitn penting” ataun
yvang dewasa ini bisa disebut per-
setiyjuan™. {pendapat ini akan
makin jelas apabila nant kita
membicarakan pengertian rurmus-
an “dengan persetujuan DPR™)

Darl perdebatan dalam Sidang Pa-
nitia  Persiapan  Kemerdekaan
Indonesia  fanggal 18  Agusius
1945 tidak terdapat venjeiasan




iﬂéngenai Pasal—pasal 10,
12, 13, 14, dan 15 “%secara
; H_oileki:s.f” vang mengatzkan, bah-
_wa “Kekuasaan-kekuasaan Presi-
;,__ﬂen dalam pasal-pasal ini ialah
:'};oasekuensz dari kedudukan Pre-
' s1den sebagal Kepala Negara”,
4M0h ¥amin menegaskan bahwa
. UUD 1945 Pasal 11 tidak mene-
kan bentuk yuridis dari per-
- an i engan negara lain _selain
éanpada__ ‘beniuk pernjanjian itu
*sendiri yang berupa apapun juga;
" "bentuk | perjanjian itu senditi yang
" berupa apapun juga; bentuk vang
*bagaimanapun telah mencukupi
f _:syamt formal menurut Konstitusi
asal semua itu dilakukan dengan
'_'pmse:tuguan DPR.1CG) -

8..Dari prakiek ketatanegaraan sela-
~ma tahun 1945--1949 kita belum
‘.. dapat memperoleh gambaran yang
.pasti baik mengenal istilah per
cijanjian’” . maupun mengenai cara
pengesahannya/raiifikasinya, Hal
i+ itu.dapat dimengert karena Nega-
18RI ketika itu masih dalam gejo-
lak ~yevolusi dan ~belum . banyak
- imelakukan hubungan dengan ne-
gara-pegara -lain ‘secara: normal.
~+Lebih-lebih - karena sesudah. bebe-
: Tapa bulan berlakunva UUD 1945
- kita mengalami peraliban dari Ka-
-binet Presidensial vang tidak ber-
~tanggung .. jawab .- kepada: DPR
C(KENIP) .menjadi  Kabinet - Patle-
comender oyang - para  Menterinya
+o-bertanggung jawab kepada DPR
£ AKNIP), ‘Kemelut peristilahan ma-
88 Hu.dapat dilihat antara Iain de-
~:hgan adanya perjanfian yang be-
«gltu cpenting - diver nama  Perse-
~twjuan. Linggaati (25 Maret 1947)
-.dan . -perseiujuan DPR (KENIP)
cuntuk:itu. dalam bentuk mosi ke-
.. percayaan {vote of .- conﬁdence)
e 11) T

10} Prof. . H, Mr. Moh. Yamin, Naskan
Persinpan Undang-Undang Dasas. 1945,

Coyang
cepat™™? N
Dari “kalimat benkutnya vang

. Dalam Konstitusi RIS Pasal 175" o

ayat (1} kite - temui kata-katy
“perjanjian {tra_lxtat}” dan “perse..
tujuan lain™. Apakah “pessetujuan

lain® itu? - Apakah “perjanijiah®
(vang sama - dengan Ttrakiat™)
merupakan  ‘spesies -dar .. gepus .

“persetujuan™? Apakah .kata-kata
“persetujuan’ sama dengan istilah
vang dipakai. dewasa  ini vakni

-yang “tidak. begiin penting” atau -
"memerfukan penyeiesazan

terdapat dalam Pasal 175 ayat (1)
kifa dapai membacs, "Kecnall jika
ditentukan -lain dengan undang-
undang - federal, - perjanjian: atan
perseivjuan lain tidak -disahkan,
melainkan  jika sudab - disetujui
dengan undangundang”. Dengan
perkataan - lain, perjaniian * atan
persetujean lain bart dapat sah se-
telah disetfujui dengan undapg-un-
dang, kecuali apabila-undanguns

-dang federal tidak mengharuskan-

nya, Maka dilihat dari ketentuan

- mengenai kehamsan memperoleh

persetujuan "DPR,-perjanjian dan
persetujuan mempunyai keduduk-

-an dan makna yang sama saja.
-Dan ayat (2) dar Pasal 175 ter-

sebut memperkuat kesan demilki-
an karena menyebutkan, bahwa
"Masuk dalem dan memuiugkan
perjanjian dan persefujuan lain,
hanya dilakukan oleh - Presiden
dengan - kuasa undang-undang
federal”, e T

Dengan demikian kita dapet ma-
narik kesimpulan, bzhwa Konsti-
tusi ‘RIS mengartikan peranjian
ialah ‘persetujuan internasional

‘vang biasa dikenal dengan:istilah

traktat (treaty), dan peretujuan-

‘pemefujuan intemasional lainnya
:yang disebuf dengan istilah-istilah
lzin. seperi Tact”, Yconvention™,
- Pdeclaration™,
“sebagainya. Dengan.perkatasn la-'

Pprotocol™, dan




344

"' kan dengan Oppenheim yang me-

nyebutkan, "International treaties

“are agreements, .. ... ")

1_0.

‘Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)

SULUDS 1950 merupakan pengu-
~langan dari Pasal 175 ayat (1) dan
+{2) Konstitust RIS, dengan redak-
“*gi dan tata bahasa yvang lebih baik.
".Isi dan maknanya sama benar. Hal
~itu. mungkin  karena Konstitusi
" RIS baru berumur delapan bulan

ketika diganti oleh UUDS 1950,

- sehingga dalam masalah perianji-

Ty,

anfpersetujuan internasional prak-
tis belum ada pengalaman vang
perarti. Oleh Lkarena itu dalam
hendak mengerti apakah ketika
itu- sudah ada perbedaan antara
“perjaniian”’ dan persetnjuan®
seperti dewsasa ini, dari perkem-
bangan semasa RIS kifa tidak da-
pat- mempercleh banvak kemaju-
an

Memperhatikan praktek mena-
ngani perjanjian/persetujuan infer-
nasional sebelum Surat Presiden
kepada Ketua DPR Nomor 2826/
HE /60 vang terkenal itu memper-
oleh bentuknya vang tetap, kita
seperti masih melihat “pencam-
puradukan” antara jenis “perjanji-
an™ dan jenis ’persetujuan lain-
nya’, Kadangksla perbedaan ke-
dua jenis itu seolah-olah ada ke-
tka kita berhadapan dengan
perianjian Perdamaian antars RI
dan fepang; tetapi seringkali pula
seolah-olah tidak ada beda antara
keduanya seperti ketika kita ber
hadapan dengan persetujuan Ke-
budayaan RI-India (1935) dan
Persetujuan antara Indonesia de-
ngan Belanda tentang Penyerahan
Izian Barat (1962).
"Pencampuradukan®™ antara “per-
janiian™ {dalam arti yang penting)
dan  persetujuan” (dalam ard
yang tidsk begitu penting) pada
waktu ity mungkin karena dus

12.

Hgkotrn cdan Pern bayara o

DPR; Kedua : masih terasanya pe-
agarub sistem pemerintahan par-
lemsenter yang berlainan dengan
Sistem Pemerintah Negara berda-
sar UUD 1945 yang tidak menge-
nal pertangpungiawaban Menteri
apalagi Presiden kepada DPR.
Surat Presiden  kepada . Ketua
DPR Nomor 2826/HK/00 tangeal
22 Agusius 1960 dengan senpaja
hendak membedakan secara sibs-
tansial antara Tperjanian  vang
terpenting {treaty)” dan “perjan-
jian lain (agreement}”. Lebih lan-
jut Surat Presiden tersebut meng-
gariskan materi apa saja vang ter-
masuk kelompok pertama dan apa
kelompok kedua. Pertimbangan
terhadap pembagian secara te-
gas’’ tersebut ialah antara lain
agar Pemerntah “mempunyal cu-
kup keleluasaan bergerak untuk
menjalankan hubungan intermnasi-
onal dengan sewsjarnya” dan ka-
rena  ‘hubungan internasional
dewasa ini demikian intensifnya,
sehingea menghendaki tindakan-
tindakan yang cepat dari Pemerin-
tah yang membutuhkan prosedur
konstitusionil yvang lancar’”.12)
Dengan demikian maka Pemerin-
tah di bawah UUD 1945 vang ti-
dak bertenggung jawab kepada
DPR itu ¢i dalam menghadapi
berbagai jenis perianjian initema-
sional hendak menampakkan le-
gitimasinya bahwa meskipun Pasal
i1 UUD 1945 menyebutkan
demikian namusn di dalam prakiek
ada perjanjian internasional yang
menjadi porsi DPR dalam menge-
sahkannya/meratifikasinya dan
ada pula yang menjadi porsi Pre-
siden dalam pengesahan/ratifikasi-
nya meskipun dengan disertal ca-
tatan bahwa yang terakhir ini
disampaikan oleh Presiden kepada
DPR untuk diketahui.

Berdasarkan uralan di atas, maka




}"er?;s{

e'a.g&l.ra_f:z [Ratifikast

"sejak Surai Presiden tersebuf Hm-

=::bul keblasaan untuk membedakan
Forantara

9. perjanjian-pedanjian  internasi-
““onal yang mengandung mater
* ‘soal-soal politik atau soal-soal
““yang dapat mempengaruhi ha-
" luan politik luar negeri, atau

“ikatan-katan internasional yang

- :demikian rupa sifatnya sehing-
s5ga mempengaruhi haluan poli-

.tk luar negeri, ataupun soal-
.soal vang menurut QUD 1945
atau sistem perundang-undang-
‘an kita hams diatur dengan

.. Undangundang {’perjanjian’)

. 13); dan

. b.. perjanjian-perjanjian  internasi-
. onal yang mengandung mater

" lainnya dan vang lazim meng-
gunakan bentuk “agreement”

- (Ypersetujusny B
Dlsampmg itu, secjak Surat Pre-
siden Itu nampak pula perbedaan
~pengertian yang dapat ditarik dan
crumusan  Konstitusi RIS serta
~LUDS 1950 di satu pihak dan dar
~UUD 1945 di lain pihak. Apabila
~sebelumnya “persetujuan” meru-
~pakan pengertian genus dan Tnar-
janjian” ialah spesiesnya, maka
sejuk dikelnarkannya Surat Presi-
den itu kata “perjanjian® dalam
Pasal 11 UUD 1945 adalah genus
dan persetujuan” jalal spesies-

nya.

PERSETUJUAN DEWAN PERWA.
KILAN RAKYAT

13, ‘Setelah kita sampai kepada pema-

‘haman mengapa dewasa ini terjadi
pembedaan antara “Pedanjian”
dan "Persetujuan”™ (meskipun da-
lam pelaksapaannya terutama pa-
da tahun-tahun pertmmna seielah
Surat: Presiden tersebui dikeluap
kan masih terjadi kesimpangsiur-
an}, kivanya perlu pensgasan apa
yvang dimaksud dengan “’perseiu-

Apabila kita memperhatika ;
tang Tubuh UUD 1945 miaka
mengenaj keterlibatan DPR dalam
beberapa bidang kematan:; peme-
rntahan kita meadapatkan ber—
bagal rumusan :

. Pditetapkan  dengan unddng—
undang” (Pasal 2 (130
16 (1), 18, 19 (1), 73-{1)
£3), dan (53, 25, 26 (”) cian
28}, '

b. “diatur dengan undang
dang™ {(Pasal 23 {4y, 2
50 (2), dan 3142); o

¢. "disahkan dengan undang»un—_
dang™ (Pasal 2& ¢ )1,

d. "berdasarkan undmg~undang”
{Pasa.l 23 {2

e. "menurut undang«undama" (Pa~
sal 24 (1))

f. "dengan persetujuan E)E_’.'R”
{Pasal 5 (1} dan 15,

Pada asfd e Presiden {(Pemerintah)
dan DPR melahirkan™ undahg—
undang yang bersangkutan mcnge-
nai afau bersama-sama dengan
hal/masalah yang ditetapkan’ vang
diatur, dan vang disakkaun. sehing-
ga ketelibatan DPR jelas wujud
dan benfuknya, yakni {7 nd:mg -
dang.

Yang menjadi masalah ialah pada
f. Bagaimanaksh sebetulnya wu-
jud dar bentuk “persetiijuan
DPR” iiu ? :
Apabila kita melihat kamus sema-
fa-mata katz “pemetujuan® berar
ti : 1) pernyataan setuju {atau me-
ayetujui); pembenaran {pengesah-
an, perkenanan, dan sebagoinya);
2) kata sepakat {antara kedua be-
lah pihak); sesuatu yang teiah di-
setujui oleh kedua belah pihak:
3} persesuaian; kecocokan, kese-
larasan, 14) Maka dar segi bahasa
Tpersetujuan DPR” tersebut tidak
selalu harus tertuang datam wadah
tertentu; yang penting jalah ada-
TIVA Yatn  eormaleat o oeniseoss el




Idasfoasise climan, Dlorson Lo TR

Tikegelarasan. Satu-satunya perse-
cctujuan - DPRY yang menuangkan

copredukivang pasti dan {tetap ialah

syang.dirumuskan dalam Pasal 5

ceaval 41 UUD 1945 Ppemetuju-

an DPRY ini memang akan selafu

_ melahirkan Tundang-undang”.
 Moh. Yamin mengemukakan, bah-

wa dalam Pasal {1 UUD 1945 ii-
dak difetapkan sesuaiu bentuk yu-

ridie mengenal pemsetujuan DPR
terzebui | sehingga persetujuan

~DPR vapg berupa apapun telah

‘mencukupi syarai formal menurut

_ Konstitusi. 19

- .gai . tercanfum  dalam
evat (1) UUD 19435 identik de-
_agan Undangundang maka mem-
‘bentuk suatu Undang-undang ha-

14.

Tetapi bagaimanapun juga sudah

pasti dan jelas bahwa “'persefuju-

an DPR™ sendiri tidak identik
dengan  Undang-undang  karena
perdmbangan-pertimbangan a

Ceontrafic berikut

Apabila Vpersetujuan DPR” zeba-
Pasal 5

suslah  {entunya dengan Undang-
Lndang  pula, dan membentuk
Undang-undang ini haruslah de-
ngan Undang-undang lag, . . . de-
mikian saterusnyva, Hal ini tidak
logis sebab dengan demikian kita
tidak .akan habis-habisnva dan ti-
dak akan mungkin sampai kepada
apa yang sebenamya dimaksudkan
dengan "perseiijuan DPR” ferse-
but,

Bercasarken uraian di atas kita da-

pat menarik kesimpulan, bahwa
perianiian infernasional sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 11
UUD 1945 memerlukan pessetu-
juan DPR, namun persetujuan
DPR it tidak ditetapkan ben-
tuknya sehingea sesual dengan
kata-kata Yamin "yang bemupa
apapun ielah mencukupi™.

Dapatkah perseiujuan DPR ter
cabyir difmanolban Aelam heoriris

Undang-undang ?

Sebagaimana  disebutkan dalam
MNomor 8, periode 1945-1949
ditandai dengan permulaan per-
tumsbuhan perfanjian-perjanjian in-
ternasional bagi negara kita vang
masih dalam pegoangan Kemei-
dekaan. Maka pengertian vang
tetap mengenal perjanjlan” dan
“persetujuan” masih belum ada,
juga cara pengesghan/ratifikasinya
belum memperoleh bentuk yang
jelas.

Kemudian sejak saat berlekunya
Pagal 175 ¥onstitusi dan Pagal
1200 UUDS 1950 sampal saat
dikeluarkannya Surat  Presiden
Nomor @ 2826/HE/1960 kita te-
lah mempunyai ketentuan yang
kemudian menjadi kebiasaan me-
ngenai pengesahan/ratifikasi per-
jenjian internasional, baik yang
dewasa ini disebut peranjian’
maupun “permsetujuan’, yvakni di-
lakukan dengan Undangundang.
Surat Presiden ity pun mengga-
riskan, bahwa pengesahian/ratifi-
kasi “perjanjian” dan “’persetuju-
an”” internasiongl dilakukan ma-
sing-masing dengan  Undangun-
dang dan Keputusan Presiden,

Maka Apabila sampai sekarang ki-
ta masih melakukan pengesahan/
rafifikasi  ferhadap peranjian™
internasional dengan Undangun-
dang, hal itu dapat dianggap se-
bagal konvensi ketatanegaraan
yvang memang dimungkinkan oleh
dan tidak berteniangan dengan
UUD 1945, disamping UUD 1945
sendiri memang tidak menentukan
sesuatuy mengenal bentuk persetu-
juan DPR tersebut.

Bapatkah pemetujuan DPR terse-
put ditvangkan dalam bentuk
lain daripada Undang-undang 7
Surai Presiden Nomor 2826/HE/
1960 yang disampaikan kepada
Pimpinan DPRE i menghendali




P sl an Rasifikast.

- menghendaki pula diadakannya
“dua Cmacam - bentuk pengesahan/
.-?' ratifikasi- yakni vang pertama
coxdengan Undangundang dan yang
sukedua dengan Keputusan Presiden
‘yang disampaikan kepada DPR
uniuk diketahui. Dan dalem pesja-

#i lanan sejarahnya DPR selama ini

dengan diam-diam menyetujui Su-
“rat-*Presiden tersebut, baik me-

wingenal ‘pengesahannya [ ratifikasi-

nya masing-masing dengan Un-

“rdarig-undang dan ‘dengan Keputus-
an Presiden yang diberifabukan
kepada DPR. Ehusus mengenai
Kepuiusan Presiden yvang diberite-
hukan kepada DPR itu, ldia da-
pat meaganggap bahwa DPR da-
pat menyetujuinya apabila DPR
tidak menyanggahnva / menolak-
nya.

14. Ada beberapa pihak vyang mem-

pertanyakan sampai seiauh mana-
kah sebush Surai Presiden mem-

punyai kekuatan hukum - untuk -

menafsitkan  ketentuan Undang-
Undang Dasar {dalam hat ini UUD
19453.16) Pertanyaan ini harus gi-
jawab dengan segera dan langsung:
stidak muagkin !! Sebuah Surat
7 Presiden tidak mungkin menafsir-
kan ketentuan Undanfr—Undang
Dasar apalagi secara menvimpang.
Tetapi apabila yang menjadi masa-
lah sampai dimanakah prakiek
dan
yvang ditimbulkan b_e_rdasarkan sg-
buah Surat Presiden dan vang G-
dak bertentangan pula dengan ke-

teniuan UUD 1945 dapai dibe-

narkan  dan menjadi  konvensi

(ketatanegaraan) atau “(Constitu-

tional) convention”, maka jawa-
ban pertanyaan ini mmagkin akan
menempatkan Surat Presiden No-
mor 2826/HK/60 tanggal 22 A-
gusius 1960 temebut dalam da-
lam kedudukan vyang wajar,

kebiasaan ketatanegaraan .

1s.

Konvensl ketatanegsra
oleh ‘UUD 1945 sebagamana ter
cantim dalam Pen_;elasannya yang
berbunyi, ” ., sedang dlsampmg-
nya Undaﬂg-Undmg Dasgrim her-

“Burat Presiden tersebut Eﬂta delah

mempunyat pengalaman ‘nenvenm
materi ‘sebush ”i”eﬁann&n” dan
mater sebuzh ”Pezscmjuan } Ber-

~ta dengan demikian ‘pula: }qi"a da-

pat  "lebih - mudzh® menyusun
maferi sebuah Rancangan %Jndzmgﬂ
undang apabila konvensi {keiaia-
negaraan) vyang didasarkan atas
adanya Surat Presiden jiu diang
gap perlu untuk dikokohkan men-
jadi Undang-undang,.

Sebuah cataian terhadap kalimat
penutup Surat Presiden Nomor
2826/HE /60 vyang mengulang
konstruksi pikiran dalam butir 2
kiranya periu dikemukakan,

Surat Presiden itu menyebutkan,
. . yanglazimnya berbeniuk
agreement akan disampaikan ke-
pada Dewan Perwakilan Rﬁ'l_;yat
hanya untuk diketahui. .. .”Be-
tulkah “haoya uatuk diketahui’s?
Mengingat uraian di atas dan 'é:e—
tap bempegang pada iwa rumuss
an Pasal 11 UUD 1945 vang me-
nyebutkan “dengan pemetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat™, ma-
ka semesiinya  semua “agree-
menis” yang pengesshannyafrati-
fikasinya dilakukan oleh Presiden

dalam bentuk Keputusan Presi-

den . vang disampaikan kepada
DPR tidak “hanya untuk dike-
tahui” oleh DPR. Tetapl vang be-
nar dan semestinya ialah Yuniuk
diketahui” (tanpa kata “hanya™)
Pe-tmbangannya ialgh sebagaa be-
rikut : Apabila kénvensi kétatane-
garaan kita sudah menggans}«:an:

‘bahwa ada jenis perjaniian- (dita

F1Ir e Sodslals TTE IR 16345 1%
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janiian vang pengesahannyafratifi-
-+ kasinya. dapat dilakukan dengan
... Keputusan Presiden yang disam-
-.paikan. kepada DPR untuk diketa-
: '.:‘iéx_s";,' _ma'ka pada vang terakhir ini
. hendakaya iidak tertuiup ke
Cm ﬁg}fainisnn bagi DPR untuk selaln
woonmenilasinya capakah  tepat disah-
cincokap/diragifikast deng.. Keppres
co-atankah charus dengan  Undang-
. undang.;Surat Presiden Nomor
ool 2B26[HE/60  yang - dikeluarkan
¢ pada22 - Agustus 1960 dituju-

<kanikepada DPR  vang meng-

ganiikan DPR  Hasil Pemilihan
Umum yang 'dihentikan pelak-
sznaan tugas dan pekerjaan Ang-
gota-anggotanya™ dengan Penpres
Nomeor 3 Tahun 1960 tanggal 5
Maret 1960, alias dibubarkan.
Suasana Ttitik berat Sistem Pe-
merintahan Negara ada pada Pre-
siden” sebagaimana yang dike-
hendaki UUD 1945 terasa berie-
bih-lebihan. Maka Surai Presiden
Momor 2826/HK/60 itu kalimas
akhimya juga terasa berlebih.
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